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JAKARTA - Setelah meluncurkan menginginkan koneksi infernet cepat  kan registrasi online fanpa diperlukan |
layanan Biznet Wifi di Jakarta, Cirebon hanya dengan menggunakan gadget adanya perangkat tambahan,” tambah

keapada Direksl Perseroan, membant;
pengawasan terhadap aspek syariah
dalam tahun buku yang berakhir pad;

dan Indramayu pada 14 Februari 2015, yang dimiliki. Cukup dengan melaku- Adi. (rz)

Biznet Networks kembali
mengumumkan hadirnya
layananya di lebih banyak
lokasi dan kota di Indone-
sia. Kini, layanan Biznet
Wifi hadir di Jakarta, Ba-
dung (Kuta-Bali), Bandung,
Batang, Bekasi, Bogor,
Brebes, Cikampek, Cire-
bon, Comal, Depok, Indra-
mayu, Karawang, Kendal,
Palembang, Pekalongan,
Pemalang, Salatiga, Sema-
rang, Tegal, Ungaran dan
Yogyakarta.

“Setelah diluncurkan di
Jakarta, Cirebon dan Indra-
mayu pada bulan Februari
lalu, kami melihat bahwa
respons dari masyarakat
sangat positif terhadap
layanan Biznet Wifi. Kami
juga melihat bahwa saat ini
semakin banyak masyara-
kat yang membutuhkan
jaringan internet yang lebih
cepat untuk kebutuhan
pekerjaan maupun hiburan.
Untuk mengakomodasi

kebutuhan tersebut, kami

menghadirkan Biznet Wifi
yang kini memperluas ja-
ringannya secara agresif di
banyak kota di Indonesia,”
ujar Adi Kusma, Presiden
Direktur Biznet Networks,
dalam smran pers, Selasa
(7/4).

Biznet Wifi merupakan
layanan Wi-Fi prabayar
yang sesuai untuk men-
jawab kebutuhan para
kaum profesional muda,
mahasiswa, turis, serta
mereka yang hobi ber-
musik dan fotografi dan
ingin berbagi hasil kar-

yanya dengan masyarakat-

luas melalui media sosial.
Untuk segmen turis, Bi-
znet Wifi hadir di Bali, ter-
utama di wilayah Kuta dan
Legian. Ini untuk mem-
bantu turis lokal maupun
internasional mencari
informasi dan berhubu-
ngan dengan kerabat dan
keluarga mereka.
Layanan Biznet Wifi ini
dapat dinikmati tanpa perlu
menggunakan jaringan
selular. Ini merupakan cara
baru dalam menggunakan
internet dengan lebih mu-
dah dan cepat. Biznet Wifi
dapat dinikmati di area-area
pusat kota, seperti alun-
alun yang menjadi lokasi
bagi masyarakat beraktivi-
tas dan berinteraksi dengan
teman maupun keluarga,
“Biznet Wifi dapat dinik-
mati oleh siapapun yang
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PEMBERITAHUAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LINK NET Tbk

("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan
akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat”} di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat akan diiilankan
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nagional dan satu lainnya

. beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Peme%on\?ﬂSaham
Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 18, B pada
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakaria dan beralamat
di BeritaSatu Plaza Lantai 7, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan

b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI" )n%ank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hsr#gR
tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan
sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 An?garan Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi
Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

Jakarta, 8 Aprll 2015
Direksi Perseroan

7| golden energy mines

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
{“Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini g para g saham Persercan bahwa berdasarkan
persetujuan Dewan Komisaris Persercan tarlanggei & Aprﬂ 2015, Persaroan telah menyetujui dan memutuskan untuk
membagikan Dividen Interim Perseroan tahun buku 2015 sejumlah USD 1.528.411,78 (satu juta lima ratus dua puluh
sembilan ribu empat ratus sebelas koma tujuh delapan Dollar Amerika) atau sama dengen UsSD 0,00026 (nol koma nol
nol nol dua enam Dollar Amerika) per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah Bl per tanggal
6 April 2015 senilai USD 1 = Rp. 12.842,- (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh dua Rupiah) sehingga Dividen
Interim Perseroan tahun buku 2015 sejumiah Rp. 19.793.647.257,- (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh
tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) atau sama dengan Rp. 3,36 (tiga koma
tiga enam Rupiah) per lembar saham

A. Bersamaan dengan hal t t, Perseroan m imkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim
Tahun Buku 2015 sebagai berikut :
1. Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi 13 April 2015
2. | Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi 14 April 2015
3. | Cum Dividen interim di Pasar Interim 16 April 2015
4. | Ex Dividen Interim di Pasar Interim 17 April 2015
5. | Recording date yang berhak atas Dividen Interim (DPS) 18 April 2015
6. | Pembayaran Dividen Interim 20 April 2015

" B, Tata Cara Pembagian Dividen Interim

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggaF 16 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

2. Bagi Pemegang S: yang telah melakukan konversi saham-sal ham yang dicatatkan dalam penitipan
kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek indonsala atau KSEI) deen akan dﬂq’edrtkan ke dalam rekening
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di Py efek. Konfi i tertulis

genai hasil pendistribusian Dividen Interim akan dnsarma‘kan oleh KSE! kepada Perusahaan Efek dan/atau
Bank Kustodian. Sedangkan bagE Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif
KSEl maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesual dengan peraiuran paruwangan perpa]aiean yang | beraku.
Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang yang b g serta dip g dar
jumiah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bérsangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum
menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPVW) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama
Gunita paling lambat tanggal 16 April 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWF, Dividen Interim yang
dibayarkan kepada \Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukurn akan dipotong PFh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Neger yang pemotongan pajaknya akan menggunakan
tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU
No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor
Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 16 April 2015 pada
pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal
26 sebesar 20%.

Jakarta, 8 April 2015
Direksi Persercan

tanggal 31 Desember 2014,

|| migsyetujul penggunaan Laba Bersih? b
|| 1. 1% dari laba bersih stau sebesar Rp. |
|| 2, 30% dari Laba Bersih atau kurang leb

| | darl5.584.643.365 szham, dibayarks

a. Dividen akan dibayarkan kepada p;
“Tanggal Pancatatan”};

. Direks| akan memotong pajak divi

€. Direksi dengan ini diberi kuasa da

terbatas pada):

1} menentukan Tanggal Pencatat:

2} menentukan tanggzl pelaksan:

3. slsa darl laba bersth untuk tahun buk

Menunjuk Purwantono, Sllhe_mw: & S_l!
| untuk tahisn buku 2015,

b, menyetujui penetapan besamya tc
. menyetujui pemberian kuasa kepa
busku 2015 bagi masing-masing an;

! 2. 3. memyetujul total pembayaren tant
b mehyetujul penetapan besarmya tc

£, menyetujui pemberian kuasa kepa

| buku 2015, berdasarkan rekomen
| 3. a. menyetului total pembayaron tant
b, menyetujui panetapan besamya to
& menyetujul pemberian kuasa kep
2015 bagl masing-masing anggota

l a. menerima hil_k peng\mdulan :hn ﬁ
telah diberikan selama bellau men|

b. menystujul pengangkatan Emirsys:
Dengan demikian susunan anggota D
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama ({Independen
Komisarls
Komisarls (Independen)
lefertif tertihang sejek eenged fufus ol ke
dzngan masa jabatan yang akan ber
mengurangi hak Rapat Umum Pemeg

Lo

memberl kuasa kepada Diraksi Perse
Kementerian Hukum dan Hak Asasi W
Indonesia.

%-Tulﬁﬂu

1, a menyetujul perebahan beberapa p

surat penerimaan pemberitahuan |

40 Tahun 2007 tentang Perseroan |

b. menyatakan kembali seluruh pasa

persetojuan perubshan Anggeran |

sebagaimana dimaksud dalam Pas:

2. memberl lnzasa kepadsa Direks! Persen

kepada Kementerian Hukum dan Hak
Manusia Republik Indonesia.

Keterangan:

T Sesual ketentuan Pasal 24 ayat 10 Angg;
yang sama dengan suara mayoritas pem

3 Yang dimsksud dengan Laba Bersih adal




Tvaran saya pania sciek=
si pimpinan KPK scbaiknya
melibatkan putra-putri ter-
baik dan meruakan per-
wakilan daerah. Agenda
pemberantasan korupsi harus
dari seluruh rakyat Indonesia.
Misalnya, anggota pansel ada
12 orang setidaknya sepa-
ruhnya perwakilan daerah.
Jadi benar-benar beragam,”
ujaranggota Komisi [IIDPR
Nasir Djamil, di Jakarta,
Rabu (8/4).

Daerah, kata Djamil,
memiliki perguruan tinggi
yang tidak kalah baiknya
dengan yang ada di Pulau
Jawa. Hal itu juga diamak-
sudkan agar rakyat merasa
terwakili dalam memilih
calon pimpinan KPK.

“Sehingga pemberan-
tasan korupsi ini menjadi
agenda bersama seluruh
rakyat rakyat Indonesia,
Anggota penselnya jangan

jaring orang yang memili-

sSClalua permasaran aan mua
terjadi akibat penjaringan
calon tidak sesuai harapan.

Komisi II, kata Nasir,
tidak mau kecolongan lagi
dalam memilih pimpinan
KPK. Pansel capim KPK
harus memiliki agenda
nasional, dan mampu men-

ki kredibilitas memberan-
tas korupsi.

Sebelumnya, Menteri
Sekretaris Negara Pratikno
mengatakan, pansel capim
KPK akan dibentuk pada
bulan April ini. Dia berharap
dalam waktu dekat anggota
pansel akan diseleksi pemer-
intah, “Dalam waktu dekat,
kita usahakan begitu (bulan
April),” ujar Pratikno, usai
mendampingi Presiden
Jokowi dalam rapat konsul-
tasi dengan pimpinan DPR,
di kompleks parlemen,
Senin (6/4). [H-14]

1Atk Hagyani menolak per=
mohonan yang bersangkutan
untuk seluruhnya. “Dalam

pokok perkara menolak per-
mohonan pemohon untuk
seluruhnya,” kata Tatik, di
Pengadilan Negeri (PN) Jak-
sel, Rabu (8/4).

Hakim Tatik menolak

' penetapan tersangka sebagai

objek praperadilan kendati,
Pasal 10 ayat (1) UU No: 48/
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman mengatur, pen-
gadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara.

Dalam pertimbangannya,
Hakim Tatik mengutip
pendapat ahli termohon
yakni, mantan hakim agung
Yahya Harahap yang menye-
but, penetapan tersangka
bukan bagian dari upaya
paksa yang diatur dalam
KUHAP.

Disebutkan pula bahwa,

Suryadharma Ali

penetapan tersangka merupa-
kan tindakan administratif
perubahan status dari bukan
tersangka menjadi tersangka
yang dilindungi oleh hukum.
Dirinya menolak dalil-dalil
pemchon yang telah masuk
ke pokok perkara seperti
belum adanya perhitungan
kerugian negara yang dikel-
uarkan oleh lembaga yang
resmi. “Ada tidaknya bukti
permulaan di antaranya
belum ada pembuktian keru-
gian negara sudah masuk
substansi perkara bukan
kewenangan lembaga prap-
eradilan,” kata Tatik.

Dalam sidang dengan agen-
da pembacaan putusan yang
disaksikan oleh Ketum PPP
versi Muktamar Jakarta Djan

Sebab, penters

merampas H
belum dikenal
ahanan. “Haki
memperluas w
belum ditahan
(menjadi) tersd
merampas HA
ada upaya pe
penyitaan itu
Oleh karena 1
berani tuntut |
kata Humphre

Panggil Paks|

Sementary
Pemberantag
(KPK) akan n
dakan tegas d¢
gilan paksa tef
Menteri Agam|
Ali (SDA)jika
gkir dari pangy
Mantan Ketual
diketahui telaf
memenuhi pany

FAKSI: Hentikan Kriminalisasi Kasus Indra F

[JAKARTA] Forum Advokat
Pengawal Konstitusi (FAKSI)
meminta Jaksa Agung untuk
memperingatkan bawahannya
di Kejaksaan Negeri Medan
untuk mencermati ulang ber-
kas kasus Indra Faisal vs
Hasan Widjaja, yang diawali

kasus jual beli rumah
tahun 1997. Patut diduga,
kasus ini bernuansakan
kriminalisasi dari perdata
murni bergeser ke pidana den-

gan beberapa bukti pendukung
di antaranya berkas 3 (tiga)
kali dikembalikan oleh Jaksa.
Kasus ini terkesan dipaksakan
sehingga aroma “main mata”
terjadi di antara penegak
hukum yang dapat dilihat dari
proses yang sedang berjalan.

Demikian ditegaskan
Koordinator FAKSI, Herma-
wi Taslim dan Konsultan
Komunikasi Politik dan
Hukum, AM Putut Praban-

toro, di Jakarta, Selasa (7/4),
setelah menerima pengaduan
kasus Indra Faisal dan ister-
inya, Ester Boru Ginting dari
Medan. FAKSI juga meminta
Mabes POLRI untuk
menyelidiki kemungkinan
dicederainya profesionalisme
POLRI dan bila perlu dilaku-
kan gelar ulang perkara di
Mabes POLRI Jakarta.
Hermawi Taslim, yang
juga Wakil Ketua Badan

Advokasi Hukum DPP Partai

Nasdem (BAHU) menjelas-

kan bahwa, FAKSI akan men-
gawal kasus ini dengan sek-
sama terutama karena Jaksa
Agung telah berkomitmen
membentuk Satgas Anti
Mafia Hukum. FAKSI,
menurut Hermawi, merupa-
kan kumpulan pengacara pro-
fessional yang mendedi-
kasikan sebagian walktu dan
profesionalisme untuk mener-

ima berbagai g
seluruh penjur
dilakukan seci

Sementara
bantoro menj¢
dalam kasus|
versus Hasan|
nakan pember;
nuansakan
yang diserang
dari Indra, yal
tidak ada ko
kasus ini. Ji

PT Kuslodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampat dengan pukul 16.00 WIB.

LinkNet

PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LINK NET Tbk
("Persercan”}

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada selurih Pemegang Saham Perseroan bahwa Persaroan
akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat”) di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 15 hMei 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat akan dilklankan
dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasionat dan satu lainnya
beredar atau lerbit di tempat kedudukan Persercan sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Pata Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolekdtif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang 5ah) yang namanya lercatal dalam Daftar Peme% Saham
Persercan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampal dengan pukuf 16,
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan bemlamat
di BeritaSatu Plaza Lantai 7, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 1295%; dan

b. untuk saham-saham Perseroan yany berada datam Penitipan Kolekif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) ivan% namanya lercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada
ank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Rabu,

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan datam acara Rapat ffika memenuhi persyaratan
sesual dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi
Perseroan selambat-lambatnya 7 (ujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksl.

Jakarta, 8 April 2015
Direksi Persaroan

| |-

Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima audiensi Duta B¢
kerja Ketua MPR, gedung nusantara il lantai 9, kom|
kesempatan tersebut Dubes Venezuela Darwin Tovd
kepada negara Venezuela, bahwa negara tersebut |
kekerasan sepertl yang di tuduhkan beberapa negan

Suara Pembaruan, Rabu 8 April 2015 Hal. A7



